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Nomor

Tanggal

: 34 I tV I SARPRAS/DAKPSMP/S!|I|KI DPK-PS I 2O2o

: O2APRIL2O2O

E hari ini Kamis

Hrini:

L l{ama

L Jabatan

3- Alamat

L l{ama

L Jabahn

3. Alamat

Dilhdak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq. Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan

*fimya disebut P1HAK PERTAIIA.

tanggal Duabulan Apilte,hun Dua rihu dua puluh, Kami yang bertanda tangan di

: ELIDARI,M.Pd

: Kuasa Pengguna Anggaran Bidang Pembinaan SMP

Tahun Anggaran 2O2O

: Jl. H. Agus Salim - Painan

MASDT, S.Pd.r

Kepala UPT SMPN 3 Koto XI Tarusan

Sungai Talang-Kapuh

tlhdak dan atas nama jabatan tersebut diatas berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No.

[CIJE9/BKPSDM-2018 Tanggal 27 Februari 2018 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

rlHfK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama terlebih dahulu menjelaskan dan menyadari

cTenuhnya hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 antara lain mengamanatkan :

F Pasal 11 ayat (1) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan

kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga

negara tanpa diskiminasi;



Nomor SPPB
Tanggal

: 34/IV/SARPRAS/D AKPSMP/flNK,/DPK-P52020
: 02 April2M0

Pasa! 45 ayat (1) : Sistem Pendidikan Nasional diatur bahwa setiap satuan pendidikan formal

dan non forma! menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan

st ti dengan peftumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial,

enrcskrnal, dan kejiwaan peserta didik;

Fasal 46 ayat (1) : Pendanaan pendidikan menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah,

Fernerintah daerah dan masyarakat;

Pasal 46 ayat (2) : Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan

nggatan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar

tlegara Republik Indonesia Tahun 1945;

L HrrE kegiatan peningkatan prasarana pendidikan merupakan salah satu prioritas pembangunan

IEird, sehingga Pemerintah berupaya mendorong Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota

r't*r{ian tindakan nyata dalam mewujudkan peningkatan alaes bagi masyarakat terhadap

ptddon yang lebih berkualitas dengan mengalokasikan Dana Alokasi Khusus (DAK);

I ffi Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasa! 42 tentang Standar Nasional pendidikan

2II15 png mewajibkan setiap satuan pendidikan memiliki sarana prasarana pendidikan untuk

nurunprg proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan dalam rangka meningkatlon mutu

ptddikan;

+ Hnm Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 88 Tahun 2019 Tanggal 30 Desember 2019

Enbng Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun 2020 menentukan bahwa kegiatan

pfrnglotan prasarana pendidikan dilakukan oleh Panitia Pembangunan Sekolah seqrra swakelola

ptg diEtapkan oleh Kepala Sekolah penerima alokasi DAK sebagai bagian integra! manajemen

berba;is sekolah;

5. Hm,a Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020

TatggEI 26 Februari 2020 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK)

Fisft Bitlang Pendidikan Tahun Anggaran 2020;

6- Hil,a untuk peningkatan prasarana pendidikan disediakan anggaran melalui Dokumen

Banaan Anggaran (DPA) Nomor 1.01.01.f.01.01.01.16.83 Kegiatan Pembangunan/Rehabititasi

Gedurp dan Pengadaan Sarana Prasarana Sekolah Menengah Peftama (DAK Reguler 2020);

tr-gt ii nrenyatalon telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu Perjanjian pemberian

hm kra Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 dengan ketentuan-ketentuan

er ryd<yarat seperti dalam pasal--pasal di bawah ini :

* bp;iot Pemkrian Bantuan



NanorSPPB
Tanggal

: 34/N/S ARPR AS/D A K.P SMP /Sv{W P K-P 5/2.020
: A2A?ri12020

Pasal I
Maksud dan Tujuan

flif,m ini sebagai bagian dari pelaksanaan program DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 dimaksudkan

- 
astdanai kegiatan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada jenjang Sekolah Menengah

k Gtgan tujuan sebagai upaya pemenuhan prasarana pendidikan sesuai dengan standar nasional

ffiu Pihak Kedua bersedia melaksanakan pekerjaan sebagaimana yang tercantum dalam RAB &

E,-rta bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan dana yang diterima.

Pasal 2

Lingkup Pekerjaan

EFFI Fernberian Bantuan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 digunakan untuk

#calon pekerjaan pembangunan/rehabilitasi prasarana pendidikan pada SMPN 3 Koto XI
.tsprg 

nreliputi :

"L ffingunan laboratorium Komputer,

Pasal 3

Iangka Waktu Pelaksanaan

L Inilgfa rmktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 120 (seratus dua puluh) hari

ffi Erhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 di

kitg PIHAK lcDUA.

L llDllf IGDUA akan mulai melakanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 2 pating

ffi 14 (empat belas) hari kalender terhitung mulai saat diterimanya dana DAK Fisik Bidang

ffin Tahun Anggaran 2020 di rekening PIHAK KEDUA.

I Rr*sanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 paling lambat pada tanggal 30 Desember

&L

Pasal 4

Prinsip-Pri nsi p Pekerjaa n

It$girip dalam pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 meliputi :

L &naan dikerjakan dengan mekanisme swakelola,

2. Es+an asas efeKifitas, efisiensi, transparansidan akuntabilitas,

3. kngubrnaan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kegiatan,

{. Oilindisasi kualitas pekerjaan dengan barang yang dihasilkan,

b fujojin Pemfurian Banumt



NonarSPPB
Tongal

: WV/SARPRAS/D AK.PSMP/$NK/DPK-P52020
: 02A?ri12020

Pasal 5

Tugas dan Kewajiban para pihak

I. 
'Dllf, 

PERTAIIIA :

a) lferryalu*an dana dengan segera ke satuan pendidikan penerima DAK Fisik Bidang pendidikan

mehlui Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan mempertimbangkan jangka waKu pelaksanaan

ebagaimana dimaksud dalam Pasal3.

b! aertarggung jawab terhadap pelaksanaan progftlm DAK Fisik Bidang Pendidikan di tingkat
ttrpaten.

Q lffierikan bimbingan teknis dan/atau sosialisasi dan/atau pendampingan pelaksanaan DAK Bidang

Hdikan.
{ ffianakan monitoring dan evaluasiserta menyusun pelaporan kegiatan DAK Bidang pendidikan.

LEIIf,EDUA:
{ ktggung jawab mutlak terhadap pelaksanaan program DAK smara fisik dan keuangan di tingkat

" =hnn pendidikan (Sekolah).

lD lEnbentuk Panitia Pembangunan Sekolah (P2S) ditinglot Satuan Pendidikan (Sekolah).

q t'hhporl<an keadaan fisik dan keuangan serta penggunaannya secara periodik kepada PIHAK
;EITAI{A.

{ lffit dan melaporkan aset yang diperoleh dari DAK Bidang pendidikan kepada PIHAK
?ETAIIIA.

Pasal 6

Pelaksanaan pekerjaan

&aan pekerjaan sebagaimana dimakud dalam Pasal3 memperhatikan hal-halsebagai berikut :

r, IDllf IGDUA dalam melaksanakan kegiatan harus melibatkan unsur sekolah, komite dan masyarakat
dago bagian integral manajemen berbasis sekolah,

L. Aflf XEDUA dalam mengelola DAK Fisik Tahun Anggaran 2020 harus sesuai dengan Petunjuk Teknis

ft Hmjuk Operasional DAK Bidang Pendidikan serta peraturan perundang-undangan yang terkait,
c, EllI IGDUA membuat laporan secara berkala mengenai petaksanaan pekerjaan/kemajuan pekerjaan

hpada PIIIAK PERTAMA,

a lOlAf, IGDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERTAI,IA dokumentasi pekerjaan,

hpotiln kemajuan pekerjaan dan kelengkapan administrasi tainnya pada tahapan pencairan dana,

c- Mltl( IEDUA wajib melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas serta
pehpolan keuangan dari hasi! pekerjaan,

f, tlHfx IEDUA berkewajiban memungut dan sekaligus menyetorton pajak-pajak yang terkait dengan
pehtsarEan pekerjaan serta menyimpan bukti-buKi setoran dan faktur pajak sesuai dengan peraturan

pudarp-undangan,

bbgiaPemfurianBantuan



NanarSPPB
Tmggal

: 34{V/SARPRAS/D AK.PSMP/SWWDPK-PSNO2O
:02April2020

I tlIlAX reDUA berkewajiban melakukan serah terima hasil pekerjaan dengan PIHAK PERTAMA yang

irrrt'kan dalam Berita Acara Serah Terima pekerjaan,

L tlHfl IGDUA wajib menyimpan seluruh dokumen pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan Tahun

f,ggran 2020,

L tllttl XEDUA beftanggung jawab penuh terhadap pengelolaan seluruh dana DAK Fisik Bidang

ffiikan Tahun Anggaran 2020 yang diterima dari PIHAK PERTAMA,

Pasal 7

Pengawasan dan Pemeriksaan

I fi pengawasan/pemeriksaan dan pengendalian pekerjaan, PIHAK PERTAMA dibantu oleh tenaga

ffialor ),ang merupakan unsur individu yang ahli dibidangnya,

lL tI PERTAMA mempunyai hak untuk menolak setiap hasil pekerjaan yang tidak sesuai dengan

nntrnn pelaksanaannya,

Pasal I
Jumlah Dana Bantuan

L [X Fidk Btlang Pendidikan Tahun Anggaran 2020 yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PI]|AK

frA sebesar Rp. 325.000.000,- (Tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dengan rincian sebagai

.) Enbangunan laboratorium komputer = Rp. 325.000.000,-

Z lha sebagaimana dlmaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimakud dalam

82.

Pasal 9

Penyaluran Dana

Eilrdt penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebagai berikut :

L TnEp | : 25ofo (Dua puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelota setelah perjanjian ini

ffingani kedua belah pihak beserta dokumen lainnya diterima dan disetujui PIHAK PERTAMA,

L TdEp Il : 45o/o (Empat puluh lima perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah

nrapai bobot 2006 (Dua puluh perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress kemajuan

p&iaan,

f TdEp Itr : 30o/o Ctiga puluh perseratus) dari keseluruhan dana swakelola apabila pekerjaan telah

nqai bobot 650lo (enam puluh lima perseratus), dilengkapi dengan dokumentasi dan progress

hrainn pekerjaan.

bfuUnPeabrianBonnnn



NorrorSPPB
Tanggal

: 3 aI V/S ARP MS/D AKP S MP /srvx/D P K-P 52020
:02AN2020

a

ka 1@pran disalurkan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian sbb :

lfna Rekening :

lhrrcr Rekening : 0402.0210.06214-2

]lrna Bank : Bank l{agari Cabang Pembantu Tarusan

Pasal 1O

Fore Majeure

L fue Majeure adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan manusia dan tidak dapat

ffirkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya seperti bencana

frg epidemik, peperangan, pemogokan, sabotase, pemberontakan/kerusuhan.

,Fbfa brjadi force majeure maka PIHAK KEDUA segera memberitahukan kepada PIHAK

EfIAllA secara teftulis selambat-lambatnya dalam kurun waktu 14 (empat belas) hari sejak

EidEnya force majeure dengan dilengkapi buKi tertulis yang dikeluarkan oleh pihak berwenang.

Hasarkan pemberitahuan tertulis dari PIHAK KEDUA sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2)

Iffi PIHAK PERTAMA akan melakukan evaluasidan kajian untuk mengambil keputusan, menyetujui

aHr menolak permohonan dari PIHAK KEDUA tersebut.

f@Ia permohonan teftulis dari PIHAK KEDUA tentang force majeure diterima/disetujui maka akan

frrkan peru ba han perja njia n seda ngkan perjanj ian awa I dinyatakan batal.

Pasal 11

Sisa Dana

L A,FEbila PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan terdapat kelebihan/sisa dana maka dapat

Qurnkan untuk menambah volume atau sasaran dengan persetujuan PIHAK PERTAMA,

L h slsa dana tidak digunakan untuk penambahan volume atau sasaran maka sisa dana tersebut harus

dsetorkan kembali ke kas daerah.

Pasal 12

Pertanggungjawaban

L PtllAK IGDUA wajib membuat laporan secara berkala mengenai pelaksanaan pekerjaan I kemajuan

peluinn kepada PIHAK PERTAMA.

L PD|AK (EDUA wajib membuat dan menyerahkan kepada PIHAK PERIAMA dokumentasi kegiatan

beserta kelengkapan administrasi lainnya pada tahapan pencairan dana.

b FWjb, Pemberian Bontuon



NolnmSPPB
Tanggal

: 34IV/SARPMS/D AKPSMP/st|W/oPK-PSP020
:02April2020

t Lpran pertanggungiawaban kegiatan harus sudah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK

tEtTAll/[ selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung saat selesainya pelaksanaan

pekerjaan, dilampiriantara lain :

a) Berita Acara Serah Terima,

b) Bukti pertanggungjawaban keuangan seperti : kwitansil fakur setiap pembelian barang dan bukti

pengeluaran lainnya,

c) Bukti setoran pajalq

d) BnKi teknis pekerjaan.

Pasal 13

Sanksi

L f1ntala dalam pelakanaan pekerjaan mengalami keterlambatan atau terjadi penyimpangan dari

hntuan yang berlaku dalam dokumen teknis, RAB dan Gambar rencana, maka PIHAK PERTAMA

. 
srar.l sepihak dapat memutuskan/menghentikan pekerjaan tercebut.

Z knuh.rsan/penghentian sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas maka PIHAK KEDUA wajib

nupembalikan seluruh dana dan disetorkan ke kas daerah dan dikenakan sanksi sesuai dengan

Etuan perundang-undangan.

Pasal 14

PEt{UTUP

E*im Surat Perjanjian ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak di Painan, pada hari dan

md Ersebut di atas. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) rangkap diantaranya

bm*rei cukup dan 2 (dua) rangkap lainnya masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,
Eela UPT SMPN 3 Koto XI Tarusan

Painan, tanggal tersebut diatas

PIHAK PERTAMA,
Kuasa Pengguna Anggaran

19650919 199103 I 004

b bpliiot Pemberian Bantuon


